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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Nph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan mengurus

rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman

di  Kabupaten  Bandung  Barat,  dalam  hal  ini

memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H.

dan  kawan-kawan,   advokat/penasihat  hukum

yang beralamat di Jln Raya Epen, RT. 002, RW.

004, Cimanggu, Ngamprah, Kabupaten Bandung

Barat,  dengan  alamat  elektronik

herdian1979@yahoo.com,  berdasarkan  surat

kuasa khusus tanggal 03 September 2024, dan

telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  nomor

1326/K/24 tanggal 20 September 2024, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

pendidikan  S1,  tempat  kediaman  di  Kota

Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  03 September

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal
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20 September 2024 dengan register perkara Nomor  2403/Pdt.G/2024/PA.Nph,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  dari  Tergugat  yang  telah

melangsungkan  pernikahan  pada  hari  Sabtu,  tanggal  XXXX  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  18  Jumadil  Awal  1445  Hijriyah,  dihadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

XXXX Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Register Kutipan Akta Nikah

Nomor: XXXX yang dikeluarkan pada tanggal XXXX; 

2. Bahwa  setelah  menikah  02  Desember  2023  Penggugat  dan  Tergugat

berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di Kabupaten Bandung

Barat; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1

(Satu) orang anak yang bernama; 

3.1 XXXX. Tempat tanggal lahir XXXX; 

4. Bahwa  semula  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga

yang baik, namun sejak Januari 2024 rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  mulai  goyah  dikarenakan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran; 

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan; 

5.1 Tergugat  mempunyai  sifat  tempramental  dan  melakukan

KDRT kepada Penggugat; 

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2024, dimana antara Penggugat dan

Tergugat  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus  dan  sulit  didamaikan,

sehingga  mengakibatkan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

menjadi  benar-benar  tidak  rukun  lagi  dan  sampai  sekarang  telah  pisah

rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri; 

7. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mempertahankan  rumah  tangga

bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak

keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa  karena  beberapa  alasan  diatas,  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga
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sulit  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan

rahmah.  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan  rumah

tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian,

oleh  karenanya  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat,

dengan talak satu ba'in sugra.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Ngamprah  cq.  Majelis  Hakim  berkenan  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  yang  kedua  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum; 

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa

hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  telah  memberikan  nasihat

kepada  Penggugat  untuk  rukun  kembali  menjalin  rumah  tangganya  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara

untuk  melakukan  mediasi  dalam rangka  perdamaian  sebagaimana  ketentuan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, dengan menunjuk mediator

Sri  Nur`ainy  Madjid,  S.H.I.  dan  berdasarkan  laporan  mediator  tanggal  25

November  2024,  dinyatakan  bahwa  mediasi  telah  berhasil,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  mencapai  kesepakatan  untuk  kembali  hidup  rukun  dalam

membina rumah tangganya;

Bahwa,  Penggugat  mengakui  telah  berdamai  dengan  Tergugat,  dan

menyatakan  telah  kembali  hidup  rukun  selayaknya  suami  isteri,  Penggugat

selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan  ini  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa untuk  mengoptimalkan  perdamaian,  Majelis  Hakim

telah  memerintahkan  kedua  belah  pihak  berperkara  untuk  menjalani  proses

mediasi  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  17  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor  1  Tahun  2016,  dan  berdasarkan  laporan  dari  mediator  Sri  Nur`ainy

Madjid,  S.H.I.  tanggal 25 November 2024, proses mediasi yang dilaksanakan

telah  berhasil  mencapai  kesepakatan  dan  Penggugat  menyatakan  akan

mencabut  gugatannya,  dengan  demikian  pemeriksaan  perkara  ini  telah

memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh

Penggugat  tersebut  sebelum tahap  jawab-menjawab,  maka  sesuai  ketentuan

Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Jo.  Pasal  271  dan  272  Rv

pencabutan  perkara  tersebut  tidak  perlu  persetujuan  dari  Tergugat,  dengan

demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa dikarenakan  pencabutan  perkara  telah  dikabulkan,

sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk

mencatatkan perkara tersebut ke dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa perkara  a  quo termasuk bidang perkawinan maka

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk

membayar biaya perkara;

Mengingat  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

2403/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat sejumlah

Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Ngamprah  pada  hari  Senin tanggal  25  November  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal  23  Jumadil  Awwal  1446 Hijriah  oleh  Muhammad

Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H., M.H. dan

Nashihul  Hakim,  S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh

Muhamad Fajar  Maulana,  S.H. sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhamad Fajar Maulana, S.H.
Perincian biaya:
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- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp  40.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp       10.000,00  

J u m l a h : Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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